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Abstrak – Apakah Penghindaran Pajak Penting bagi Narsisme Direk-
tur Utama?
Tujuan Utama – Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh nar
sisme direktur utama terhadap penghindaran pajak.
Metode – Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. 
Adapun sampel penelitian adalah perusahan terindeks BEI yang tidak 
terkena pajak final selama tahun 2019—2021.
Temuan Utama – Hasil penelitian menemukan bahwa narsisme direktur 
utama tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Direktur utama 
lebih memilih menghindari sanksi perpajakan untuk mempertahankan 
reputasinya. Selain itu, kebijakan pengampunan pajak dapat mengubah 
motivasi direktur utama.
Implikasi Teori dan Kebijakan – Teori upper echelon tidak lagi rele
van dalam menggambarkan fenomena direktur utama yang narsis da
lam aspek praktik penghindaran pajak. Pada sisi lainnya, berdasarkan 
teori efek jera ekonomi, pengampunan pajak dan pertukaran informasi 
keuangan otomatis antarnegara dapat mengubah prioritas direktur uta
ma.
Kebaruan Penelitian – Penelitian ini menganalisis sikap narsisme direk
tur utama menggunakan teori upper echelon dan teori efek jera ekonomi.
 
Abstract – Is Tax Avoidance Important for Chief Director Narcis-
sism?
Main Purpose – This study examined the effect of the chief director’s nar-
cissism on tax evasion.
Method – This study used multiple linear regression analysis. The re-
search sample was IDX-indexed companies not subject to final tax during 
2019—2021.
Main Findings – The study found that the chief director’s narcissism does 
not affect tax evasion. The chief director preferred to avoid tax sanctions to 
maintain his reputation. In addition, the tax amnesty policy could change 
the motivation of the chief director.
Theory and Practical Implications – The upper echelon theory is no 
longer relevant in describing the phenomenon of the narcissistic chief di-
rector in tax avoidance practice. On the other hand, based on the theory of 
the economic deterrent effect, tax amnesty and the automatic exchange of 
financial information between countries can change the priority of the chief 
director.
Novelty – This study analyzes the narcissism of the chief director using 
the upper echelon and economic deterrent effect theory.
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Laba dalam akuntansi merupakan dasar 
perhitungan pajak. Namun, terdapat beberapa 
perbedaan pada standar akuntansi dan peratur
an perpajakan. Hal tersebut tidak hanya terjadi di 
Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lainnya. 
Di Indonesia, standar akuntansi memperbolehkan 
perhitungan biaya depresiasi dengan me ngurangi 
estimasi nilai sisa dan membagi dengan masa 
manfaat. Dalam perspektif akuntansi, nilai sisa 
dan masa manfaat dihitung dari estimasi terbaik. 
Permasalahan yang kemudian muncul me ngenai 
makna estimasi terbaik adalah berapa nilai resi
du dan berapa lama masa manfaat aset. Penilaian 
ini sangat subjektif. Peraturan perpajak an tidak 
mengenal nilai sisa dalam menghitung beban de
presiasi karena hal ini mengandung estimasi yang 
subjektif. Tahun masa manfaat pun terkategori 
jelas dari sisi perpajakan aset yang mempunyai 
masa 4, 8, 16, atau 20 tahun. Hal tersebut juga 
terjadi di Amerika Serikat dan beberapa negara 
lain. Beban penyusutan untuk tujuan pelaporan 
keuangan dihitung berdasarkan estimasi masa 
manfaat aset, namun untuk perhitungan perpa
jakan  berdasarkan percepatan sistem pemulihan 
biaya (Wang et al., 2020). Hal inilah yang menjadi 
permasalahan dalam akuntansi perpajakan. Keti
ka perusahaan menerapkan kebijakan akuntansi 
yang cenderung agresif, maka akan memengaruhi 
perhitungan pajaknya (Mangoting et al., 2021). 
Hal tersebut hanya contoh kecil dari strategi 
penghindaran pajak dengan menggunakan kebi
jakan akuntansi. 

Teori upper echelon menyatakan bah
wa keputusan strategis sebuah perusahaan 
dapat diprediksi berdasarkan karakteristik dan 
keunikan individu pemimpinnya. Dengan demiki
an, keputusan sebuah organisasi atau perusa
haan merupakan cerminan dari sifat pribadi ek
sekutif level atasnya (Hambrick & Mason, 1984). 
Salah satu kepribadian dari seorang direktur uta
ma adalah narsis (Sumunar et al., 2019). Maka 
dari itu, direktur utama yang memiliki tingkat 
kepercayaan diri tinggi cenderung melebihlebih
kan kemampuan mereka sehingga berpeluang 
mendapatkan pengakuan capaian kinerja baik 
dan mendapat hadiah. Mereka cenderung ber
fokus pada tujuan mereka, yaitu kepentingan 
pribadi seperti reputasi dan hadiah yang didapat
kan (Hsieh et al., 2018). Sifat narsisme berlebih 
pada seorang direktur utama dapat berpengaruh 
pada keputusan akuntansi dan perpajakan se
buah perusahaan. Terdapat pengaruh positif dari 
direktur utama yang terlalu narsisme terhadap 
pernyataan ulang laporan keuangan (Presley & 
Abbott, 2013). Direktur utama yang narsis cen-
derung terlalu optimis terhadap kemampuan fi
nansial perusahaan. Perbedaan inilah yang mem
buat eksekutif cenderung menerapkan kebijakan 
akuntansi yang agresif untuk memenuhi harap
an dan tujuan yang berlebih seperti intensitas 
investasi yang tinggi maupun pembayaran divi
den (Hribar & Yang, 2016). Oleh karena perilaku 

direktur utama inilah fiskus, di Amerika disebut 
internal revenue service (IRS), akan menjadikan 
direktur utama yang terlalu narsis sebagai tar
get pemeriksaan pajak. Kondisi ini semakin sig
nifikan ketika perusahaan mengalami kesulitan 
keuangan (Lartey et al., 2022). Penghindaran pa
jak merupakan salah satu indikasi bagaimana pe
rusahaan mengambil risiko (Amiram et al., 2019; 
Bauer et al., 2018; Christensen et al., 2015). Di
rektur utama suatu perusahaan yang mempu
nyai tingkat kepercayaan diri tinggi akan dapat 
memengaruhi pengambilan keputusan, termasuk 
penghindaran pajak. Direktur utama yang narsis 
memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran 
pajak (Campa et al., 2022; Sumunar et al., 2019).

Pengampunan pajak merupakan program 
ketika pemerintah memberikan kesempatan 
peng ungkapan harta tersembunyi. Beberapa ne
gara yang pernah menerapkan kebijakan tersebut 
antara lain Amerika Serikat, Afrika Selatan, In
dia, Korea Selatan, Malaysia, dan masih banyak 
lagi. Di Indonesia, pengampunan pajak dilaku
kan pada tahun 2016—2017. Bila di luar peri
ode pengampunan pajak ditemukan harta yang 
masih belum diungkap, maka akan dikenakan 
sanksi sampai dengan 200% dari harta yang be
lum terungkap. Hal tersebut disusul dengan ke
bijakan pertukaran informasi data keuangan se
cara otomatis antara Indonesia, Singapura, Cina, 
Afrika Selatan, Argentina, Malaysia, dan Brazil. 
Hal ini berakibat pada pembuatan perhitungan, 
pembayaran, dan pelaporan pajak di tahun 2018 
menjadi lebih hatihati. Serangkaian kebijakan 
tersebut meningkatkan kepatuhan sekaligus 
memberikan efek jera pada wajib pajak yang 
melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut 
memberikan pertimbangan tambahan bagi para 
pengambil keputusan bisnis seperti direktur uta
ma. Kemungkinan teori bahwa direktur utama 
yang narsis akan melakukan penghindaran pa
jak, mungkin sudah tidak relevan lagi mengingat 
sanksi perpajakan yang begitu tegas. 

Keterbatasan penelitian terdahulu Campa 
et al. (2022), Chyz et al. (2019), Hsieh et al. (2018), 
dan Sumunar et al. (2019) adalah menggunakan 
satu proksi kepercayaan diri direktur utama. Pe
nelitian mengenai kepercayaan diri berlebih direk
tur utama dan penghindaran pajak bisa dikem
bangkan dengan mengkombinasikan beberapa 
proksi. Penelitian ini menggunakan kombinasi 
pengukuran kepercayaan diri direktur utama me
liputi kelebihan investasi, rasio utang terhadap 
ekuitas, dan pembayaran deviden yang mengacu 
pada penelitian Kouaib & Jarboui (2016). Selan
jutnya, konteks penghindaran pajak berdasarkan 
kepercayaan diri direktur utama berdasarkan te
ori upper echelon perlu dikembangkan berdasar
kan teori efek jera ekonomi.  Hal ini mengingat 
telah terjadi pengampunan pajak, fokus pemerik
saan pajak, kebijakan pertukaran informasi data 
keuangan secara otomatis antaranegara, serta 
program pengungkapan sukarela. Maka, peneli
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tian ini berkontribusi pada penambahan relevan
si teori, kebaharuan data, serta pengembangan 
ide proksi pengukuran direktur utama. Hal terse
but yang menjadi pembeda dengan penelitian se
belumnya yang periode penelitiannya terjadi se
belum program pengampunan pajak. 

Penelitian ini bertujuan untuk membukti
kan secara empiris apakah kepercayaan diri di
rektur utama dapat memengaruhi penghindaran 
pajak. Di samping itu, penelitian ini berkontribusi 
pada pengujian kembali teori upper echelon pada 
konteks penghindaran pajak dengan menambah
kan unsur teori economic deterrence. Penelitian 
ini memberikan bukti apakah teori upper echelon 
masih relevan digunakan untuk mengasosiasikan 
direktur utama yang narsis dapat menjadi indi
kasi praktik penghindaran pajak dan pemilihan 
akuntansi yang agresif, terutama bila sudah ter
jadi beberapa momentum yang dapat menimbul
kan efek jera sekaligus meningkatkan kepatuhan 
pajak. 

METODE
Penelitian ini menggunakan teknik purpo-

sive sampling. Adapun kriteria pemilihan sampel 
dan seleksinya tergambar pada Tabel 1. Berdasar
kan Tabel 1, perusahaan dari sektor pertanian, 
pertambangan, infastruktur, dan perumahan. 
dikecualikan karena memiliki penghasilan pa
jak final, yakni terdapat peraturan pajak khu
sus yang membuat perusahaan ini menjadi tidak 
dapat dibandingkan dengan perusahaan dari 
sektor lain yang menggunakan peraturan pajak 
umum. 

Adapun terdapat tiga alasan pemilihan In
donesia sebagai sampel adalah yang pertama In
donesia mewakili negara berkembang untuk men
jelaskan fenomena penghindaran pajak. Kedua, 
tingkat penghindaran pajak oleh Indonesia ter
masuk yang tertinggi dibandingkan negarane
gara lain. Berdasarkan Tax Justice Network 2020, 
tarif pajak badan efektif dari Indonesia adalah 
21,18%. Padahal, tarif yang ditetapkan pemer
intah adalah 25%. Berdasarkan data dari Bank 
Dunia, saat ini Indonesia masuk dalam 20 negara 
teratas dunia untuk pertumbuhan ekonomi, di
ukur dengan produk domestik bruto (PDB), dan 
dalam 10 tahun terakhir (dari 2010 hingga 2019), 
Indonesia menjadi penyumbang PDB tertinggi 
di Perhimpunan BangsaBangsa Asia Tenggara 
(ASEAN).

Adapun Gambar 1 menunjukkan kerangka 
penelitian. Berdasarkan Gambar 1, formula re
gresi dari penelitian ini adalah:

PH = α + β1PDDU + β2CI + β3SG + 
β4ROE + e

(i)

Variabel dependen dari penelitian ini ada
lah praktik penghindaran pajak (PH) yang diukur 
dengan menggunakan rasio total pembayaran kas 
pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Rasio 

ini menggambarkan seberapa besar kas perusa
haan yang dikeluarkan untuk membayar pajak 
terutangnya. Proksi ini dipilih karena dapat le
bih menggambarkan penghindaran pajak daripa
da proksi lainnya (Chyz et al., 2019; Wardani & 
Susilowati, 2020).

Variabel independen dari penelitian ini 
adalah kepercayaan diri direktur utama (PDDU) 
yang terdiri dari tiga indikator dan dijadikan tiga 
proksi pengukuran. Indikator pertama adalah 
kelebih an investasi (Kouaib & Jarboui, 2016; Su
munar et al., 2019). Teori upper echelon menya
takan bahwa keputusan strategis sebuah perusa
haan dapat diprediksi berdasarkan karakteristik 
dan keunikan individu pemimpinnya (Hambrick 
& Mason, 1984). Direktur utama yang narsis 
cenderung melebihlebihkan kemampuan mere
ka untuk menghasilkan pendapatan, yang kemu
dian menciptakan perbedaan antara kinerja riil 
perusahaan dan ekspektasi pendapatan mereka 
(Campa et al., 2022; Hsieh et al., 2018). Ketika 
direktur utama yang narsis mengambil keputus
an melakukan investasi, maka ekspektasi ber
lebihan akan menimbulkan residual atau selisih. 
Fenomena ini bisa tertangkap dari perhitungan 
residual kelebihan investasi.

Kelebihan investasi diperoleh berdasarkan 
nilai residual dari regresi pertumbuhan total aset 
terhadap total pertumbuhan penjualan. Pertum
buhan aset adalah selisih total aset pada tahun t 
dengan total asset pada tahun t1 dibagi dengan 
total aset pada tahun t1. Pertumbuhan penjual
an adalah selisih total penjualan pada tahun t 
dengan total penjualan pada tahun t1 dibagi to
tal penjualan t1. Residual dari regresi tersebut 
adalah kelebihan investasi yang digunakan un
tuk mengukur kepercayaan diri direktur utama 
perusahaan i pada tahun t (sebagai proksi per
tama). Proksi kedua adalah pengkategorian nilai 
residu dari regresi pertumbuhan aset sebagai de
penden dan pertumbuhan penjualan sebagai in
dependent. Proksi dikategorikan dengan variabel 
dummy. Nilai “1” diberikan apabila nilai kelebih
an investasi lebih besar daripada nilai median 
industri dalam 1 tahun, sedangkan nilai “0” se
baliknya. 

Indikator kedua adalah rasio utang terha
dap ekuitas untuk mengukur risiko atas struktur 
modal badan usaha antara dana yang disediakan 
oleh kreditur berupa utang dan investor (ekuitas). 
Rasio ini dihitung dari total liabilitas dibagi to
tal ekuitas. Tingginya nilai rasio ini menunjuk
kan bahwa perusahaan bergantung pada utang 
dibandingkan modal dan akan mengarah pada 
kinerja perusahaan yang lemah. Maka direktur 
utama yang memiliki kepercayaan diri akan le
bih memilih menggunakan kas atau utang dari 
kreditur dibandingkan pendanaan yang didapat 
oleh pihak luar (investor) karena ekuitas dari in
vestor lebih membutuhkan biaya besar dan be
risiko (Kouaib & Jarboui, 2016). Pendanaan dari 
utang akan berkaitan dengan beban bunga. Ke
tika perusahaan mempunyai utang besar, maka 
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maka semakin besar pula bunga yang timbul. 
Bunga yang tinggi dapat memengaruhi besar
nya penurunan laba perusahaan. Hal ini akan 
berdampak pada pajak terutang yang menjadi 
berkurang. Nilai “1” diberikan apabila nilai rasio 
utang terhadap ekuitas lebih besar daripada nilai 
median industri dalam 1 tahun, sedangkan nilai 
“0” sebaliknya.  

Indikator ketiga adalah pembayaran di
viden yang dilakukan oleh perusahaan. Direktur 
utama yang terlalu narsis akan mengambil lebih 
banyak keuntungan dari laba ditahan untuk in
vestasi berikutnya ketika mereka memiliki harap
an yang tinggi akan kemampuan untuk berhasil 
dalam keputusan mereka. Hal itu akan meng arah 
pada pengetatan kebijakan pembayaran dividen 
(Deshmukh et al., 2013; Nguyen et al., 2021; 
Utke, 2019). Direktur utama yang narsis cen-
derung akan menurunkan jumlah pembayaran 
dividen atau bahkan memilih untuk tidak mem
bagikan dividen karena menghemat kas perusa
haan serta uang tersebut dapat digunakan untuk 
kepentingan investasi perusahaan (Kouaib & Jar
boui, 2016). Bila tidak membayar dividen, maka 
perusahaan dapat menjadikan uang tersebut se
bagai laba ditahan. Laba ditahan ini dapat digu

nakan untuk kepentingan investasi perusahaan 
ke depannya. Maka, nilai “1” diberikan apabila 
perusahaan tidak membagikan dividen, sedang
kan nilai “0” diberikan untuk perusahaan yang 
membagikan dividen.  

Penelitian ini menggunakan tiga model 
peng ukuran. Proksi pertama mengukur keper
cayaan diri direktur utama berdasarkan nilai 
residu kelebihan investasi. Lalu proksi kedua 
mengukur kepercayaaan diri direktur utama ber
dasarkan kategori nilai residu kelebihan investasi 
menjadi variable dummy 0 dan 1. Lalu proksi ke
tiga menggabungkan tiga indikator berdasarkan 
penelitian Kouaib & Jarboui (2016) dan Sutrisno 
et al. (2022) yaitu kelebihan investasi, rasio utang 
terhadap ekuitas, dan pembayaran dividen. Apa
bila dua dari tiga indikator tersebut terpenuhi, 
maka akan diberi nilai “1”, sedangkan nilai “0” 
sebaliknya. 

Variabel kontrol yang digunakan adalah 
pertumbuhan penjualan (SG), rasio laba terha
dap ekuitas, dan intensitas modal. Rasio inten
sitas modal (CI) diukur berdasarkan jumlah aset 
tetap dibagi total aset. Rasio pertumbuhan pen
jualan diukur dengan selisih antara total penjua
lan perusahaan i pada tahun berjalan dan tahun 

Kepercayaan Diri 
Direktur Utama

ROE

Pertumbuhan 
Penjualan

Intensitas Modal Penghindaran 
Pajak

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Tabel 1. Kriteria Seleksi Sampel

No. Keterangan Jumlah Perusahaan
1 Perusahaan pada BEI periode 2019—2021 806
2 Perusahaan yang termasuk dalam sektor keuangan (105)
3 Perusahaan yang termasuk dalam sektor mining, infra-

structure, properties, dan real estate
(206)

4 Perusahaan yang mengalami kerugian, ada kompensasi 
pajak, dan penerimaan pajak

(184)

5 Perusahaan tidak memakai mata uang rupiah dalam me
nerbitkan laporan keuangan

(53)

6 Perusahaan tidak memiliki data lengkap terkait variabel 
yang diteliti

(114)

Jumlah perusahaan periode 2019—2021 144
Total sampel yang digunakan (144 x 3 tahun) 432
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sebelumnya kemudian dibagi penjualan tahun 
sebelumnya. Rasio laba terhadap ekuitas (ROE) 
diukur dengan perhitungan laba bersih setelah 
pajak dibagi total ekuitas. Seluruh variabel kon
trol ini dilandasi oleh riset dari Campbell et al. 
(2020), Chen (2022), Jbir et al. (2021), Xu et al. 
(2022), dsn Zolotoy et al. (2021).

Adapun uji regresi linear berganda dilaku
kan tiga kali dengan model persamaan yang 
sama. Pembedanya adalah proksi yang digu
nakan.  Proksi pertama merupakan hasil regresi 
kepercayaan diri direktur utama dengan proksi 
nilai residual kelebihan investasi. Proksi kedua 
merupakan hasil regresi kepercayaan diri direk
tur utama dengan proksi kepercayaan diri direk
tur utama berdasarkan kategori nilai residual 
kelebihan investasi menjadi variabel dummy 0 
dan 1. Proksi ketiga merupakan hasil regresi ke
percayaan diri direktur utama dengan indikator 
gabungan antara kelebihan investasi, rasio utang 
terhadap ekuitas dan pembayaran deviden. Apa
bila dua dari tiga indikator tersebut terpenuhi, 
maka akan diberi nilai “1”, sedangkan nilai “0” 
sebaliknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 2 menunjukkan hasil uji regresi. Ber

dasarkan Tabel 2, model persamaan regresi yang 
terbentuk adalah:

PH = 0,501 – 0,083PDDU – 0,189CI 
– 0,083SG – 0,533ROE

(ia)

PH = 0,516 – 0,027PDDU – 0,191CI 
– 0,097SG – 0,526ROE

(ib)

PH = 0,475 + 0,054PDDU – 0,184CI 
– 0,069SG – 0,522ROE

(ic)

Ketiga persamaan yang terbentuk beras
al dari model yang sama namun dengan proksi 
kepercayaan diri direktur utama yang berbeda. 
Persamaan hasil (ia) merupakan hasil regresi ke
percayaan diri direktur utama dengan proksi nilai 
residual kelebihan investas. Persamaan hasil (ib) 
merupakan hasil regresi kepercayaan diri direktur 

utama dengan proksi kepercayaan diri direktur 
utama berdasarkan kategori nilai residual kelebi
han investasi menjadi variabel dummy 0 dan 1. 
Persamaan hasil (ic) merupakan hasil regresi ke
percayaan diri direktur utama dengan indikator 
gabungan antara kelebihan investasi, rasio utang 
terhadap ekuitas dan pembayaran deviden

Berdasarkan hasil uji Tabel 2 dan per
samaan hasil pengujian yang terbentuk, baik 
menggunakan pengukuran residual kelebihan 
investasi, kategori kelebihan investasi, maupun 
proksi kombinasi, terdapat hasil yang konsisten. 
Ketiga model tersebut menunjukkan bahwa ke
percayaan diri direktur utama tidak mempunyai 
dampak pada penghindaran pajak.

Di sisi lain, hasil penelitian berbeda dilaku
kan oleh beberapa peneliti. Chyz et al. (2019) 
menggunakan sampel dari perusahaan Amerika 
Serikat yang mengalami pergantian direktur uta
ma secara eksogen yaitu pergantian direktur uta
ma karena alasan kesehatan, kematian, maupun 
pensiun. Pengukuran kepercayaan diri direktur 
utama menggunakan ratarata nilai direktur uta
ma stock option yang seharusnya bisa dieksekusi 
namun dibiarkan dibagi dengan ratarata harga 
saham yang dieksekusi dikurangi harga saham 
akhir tahun. Rasio ini disebut moneyness of op-
tions kemudian, dikode menjadi 1, bila tidak 0. 
Pada sisi lainnya, Guan et al. (2018) dan Hsieh et 
al. (2018) menggunakan data berasal dari data-
base Compustat and Thomson Reuters. Penguku
ran penghindaran pajak menggunakan jangka 
panjang (lima tahun) GAAP effective tax rate (ETR) 
dan jangka panjang (lima tahun) cash effective 
tax rate (CATR). Pengukuran kepercayaan diri 
direktur utama menggunakan net buyer yang 
didapatkan dari data transaksi pembelian saham 
(apabila transaksi beli lebih besar daripada tran
saksi jual). Perbedaan kriteria sampel dan metode 
pengukuran dapat berkontribusi pada perbedaan 
hasil.

Penelitian Kouaib & Jarboui (2016) dan Su
munar et al. (2019) mengecualikan perusahaan 
keuangan karena mempunyai regulasi keuangan 
yang berbeda. Selain itu, perusahaan terkena 

Tabel 2. Hasil Uji Regresi

Variabel Model 1 Model 2 Model 3
Konstanta 0,501 0,516 0,475
Kepercayaan Diri -0,083 -0,027 0,054
Direktur Utama (-0,361) (-0,601) (-1,229)
Intensitas Modal -0,189* -0,191* -0,184*

(-1,782) (-1.804) (-1,743)
Pertumbuhan -0,083 -0,097 -0,069
Penjualan (-1,488) (-1,616) (-1,225)
ROE -0,533*** -0,526*** -0,522***

(-3,801) (-3,798) (-3,773)
Adjusted R2 0,042 0,042 0,045
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pajak final seperti perusahaan pertambangan, 
properti, perumahan, dan konstruksi juga dike
cualikan. Pengukuran penghindaran pajak yang 
digunakan sama yaitu rasio pembayaran kas pa
jak. Namun, pengukuran hanya menggunakan 
satu proksi kepercayaan diri direktur utama ya
itu kategori kelebihan investasi. Hasil penelitian 
mengungkap bahwa perusahaan yang memili
ki direktur utama yang narsis akan cenderung 
melakukan penghindaran pajak karena direktur 
utama akan memilih keputusan yang lebih keras 
atau agresif dalam mengambil keputusan. Direk
tur utama yang memiliki tingkat kepercayaan diri 
tinggi dapat memengaruhi pengambilan keputus
an kebijakan perusahaan, salah satu contohnya 
dalam kebijakan terkait pajak perusahaan. Cara 
pemilihan sampel dan pengukuran memang se
rupa, namun perbedaannya terletak pada periode 
penelitian. Perbedaan hasil penelitian ini dapat 
terjadi karena perbedaan tahun periode peneli
tian.

Jbir et al. (2021) dan Sutrisno et al. (2022) 
menemukan bahwa direktur utama yang narsis 
akan cenderung melakukan penghindaran pajak. 
Pengukuran penghindaran pajak menggunakan 
laba sebelum pajak dikurangi beban pajak, kemu
dian dibagi total asset. Kepercayaan diri direktur 
utama diukur menggunakan lima proksi yaitu re
sidual kelebihan investasi, rasio utang terhadap 
total aset, rasio dividend per share dibagi harga 
saham, analisis narasi dari direktur utama pada 
laporan keuangan, dan pelaporan emosi posi
tif dan negatif dari direktur utama. Pengukuran 
kepercayaan diri direktur utama memang lebih 
komprehensif. Perbedaan hasil dengan penelitian 
ini dapat terjadi karena adanya perbedaan tahun 
periode penelitian, di mana sebelumnya mereka 
menggunakan periode sebelum Covid-19.

Teori efek  jera ekonomi (economic deter-
rence theory) menjelaskan fenomena penghinda
ran pajak dari dua aspek. Pertama, wajib pajak 
memiliki beberapa tingkat risiko keengganan; se
makin wajib pajak menolak risiko, semakin ke
cil kemungkinannya menghindari pajak. Kedua, 
wajib pajak perlu memiliki pengetahuan tentang 
sistem perpajakan untuk menilai kemungkinan 
terdeteksi dan sejauh mana hukuman yang 
mung kin timbul setelah terdeteksi (Allingham & 
Sandmo, 1972). Teori efek jera ekonomi  mem
prediksi bahwa pembayar pajak atau penghindar 
pajak yang rasional secara ekonomi akan meng
hindari pajak selama keuntungan dari peng
hindaran pajak lebih besar dibandingkan dengan 
sanksi yang dibayar jika tertangkap (Hallsworth 
et al., 2017; Wilde & Wilson, 2018). Peningkatan 
kemungkinan pemeriksaan pajak dan kenaikan 
sanksi pajak berpengaruh pula terhadap mening
katnya kepatuhan pajak. 

Penelitian menggunakan periode 2019 sam
pai dengan 2021 yaitu setelah pemerintah Indo

nesia memberikan kesempatan pengampunan 
pajak. Pengampunan pajak dapat meningkat
kan basis pajak dan penerimaan pajak dalam 
jangka pendek serta berdampak positif terhadap 
kepatuh an pajak. Pemerintah Indonesia mem
berikan kesempatan untuk mengungkap harta 
yang belum tercantum pada SPT melalui pro
gram pengampunan pajak. Program tersebut 
terjadi pada 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017. 
Selepas masa pengampunan pajak tersebut, wa
jib pajak dibayangi sanksi sampai dengan 200% 
bila masih ada aset yang belum diungkap. Selan
jutnya, fokus pemeriksaan pajak menarget wajib 
pajak yang mengikuti pengampunan pajak. Hal 
ini menyebabkan perhitungan, pembayaran, dan 
pelaporan pajak di tahun 2018 menjadi lebih ha
tihati. 

Adanya serangkaian pengampunan pajak, 
lalu terbitnya surat edaran mengenai kebijakan 
pemeriksaan pajak membuat wajib pajak men
jadi lebih patuh. Selain itu, Program Pengung
kapan Sukarela (PPS) yang terjadi pada 1 Janu
ari 2022—30 Juni 2022 sudah disosialisasikan 
mulai tahun 2021. Hal ini akan menambah ke
waspadaan dalam mengambil keputusan perpa
jakan. Pada tahun 2018, negara yang tergabung 
dalam Organisasi untuk Kerja sama Ekonomi 
dan Pembangunan (The Organization for Econom-
ic Cooperation and Development (OECD)) antara 
lain Indonesia, Singapura, Cina, Afrika Selatan, 
Argentina, Malaysia dan Brazil menerapkan kebi
jakan pertukaran data keuangan secara otomatis. 
Semua negara yang menganut sistem ini, secara 
otomatis akan mendapatkan dan mengirimkan 
data keuangan wajib pajak tanpa harus didahu
lui permintaan khusus. Hal tersebut membuat 
segala harta dan penghasilan wajib pajak akan 
terlacak dan tidak bisa disembunyikan. Hal ini 
membuat penelitian yang dilakukan pada tahun 
2019 dapat memunculkan fakta yang berbeda. 
Pendapat bahwa direktur utama yang memiliki 
tingkat narsisme tinggi akan menghindari pajak 
untuk memenuhi kepuasan investor menjadi ti
dak relevan lagi. 

Salah satu fungsi pengampunan pajak ada
lah peningkatan kepatuhan pajak, walaupun ti
dak menjamin kepatuhan berkelanjutan (Lanis 
et al., 2019). Namun, kebijakan pengampunan 
pajak tidak bisa dilakukan berkalikali secara 
reguler karena akan berdampak negatif. Pengam
punan pajak di negaranegara berkembang dapat 
dianggap sebagai insentif yang menguntungkan 
untuk ketidakjujuran serta mengecilkan hati 
maupun mengecewakan pembayar pajak yang ju
jur (García-Meca et al., 2021). Pengampunan pa
jak yang dilakukan di Turki malah menurunkan 
kepatuhan pembayar pajak. Hal ini terjadi karena 
kebijakan pengampunan pajak di Turki dilakukan 
berulang kali dalam waktu yang singkat sehing
ga masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap 
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keadilan dan peraturan perpajakan (Hajawiyah et 
al., 2021). Untungnya, kepatuhan pajak di Indo
nesia setelah kebijakan pengampunan pajak ta
hun 2016—2017 menjadi meningkat (Safuan et 
al., 2022).

Direktur utama yang narsis akan berusaha 
melakukan penghindaran pajak karena mereka 
ingin menunjukkan kemampuan pengelolaan pa
jak yang efisien dan efesiensi ini menghasilkan 
sisa cash flow yang dapat digunakan untuk ber
investasi dan berinovasi. Hal tersebut berujung 
sebagai pembuktian kemampuan dan kehebatan 
mereka sebagai direktur utama (Jbir et al., 2021; 
Sutrisno et al., 2022). Namun dari sisi lain, peng
hindaran pajak bisa berakibat kurang baik. Peru
sahaan yang membayar pajak lebih rendah sebe
narnya sedang berada dalam posisi yang berisiko 
untuk membayar sanksi (penalty) yang lebih ting
gi di kemudian hari (Guenther et al., 2017). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
direktur utama yang narsis tidak lagi memprio
ritaskan kebijakan pengurangan pembayaran pa
jak untuk menunjukkan kehebatannya. Namun, 
sanksi perpajakan yang tegas setelah periode 
pengampunan pajak dan pengungkapan sukarela 
membuat direktur utama yang memiliki keper
cayaan diri tinggi lebih mempertimbangkan re
putasi pribadi, reputasi perusahaan, dan meng
hindari terjadinya sanksi atau utang pajak di 
masa depan.

Faktor lain penyebab tidak ditemukannya 
pengaruh kepercayaan diri dari direktur utama 
terhadap penghindaran pajak adalah tidak sig
nifikannya nilai residu dari regresi pertumbuhan 
penjualan terhadap pertumbuhan aset. Regresi 
tersebut menunjukkan dari sekian pertumbuh
an penjualan seharusnya menghasilkan seki
an pertumbuhan aset (harapan pertumbuhan 
aset/ expected asset growth). Nilai residu dari 
regresi tersebut merupakan selisih dari pertum
buhan aset yang diharapkan dan pertumbuhan 
aset sesungguhnya. Regresi ini menunjukkan 
bahwa kepercayaan diri direktur utama akan 
meningkatkan investasi perusahaan pada aset 
tetap. Dengan demikian, pertumbuhan aset pe
rusahaan yang melebihi pertumbuhan penjualan 
dapat mengindikasi terjadinya investasi yang ber
lebihan. Hal ini yang dapat mencerminkan apa
kah direktur utama tersebut overconfidence atau 
tidak. Hasil regresi dari pertumbuhan penjualan 
terhadap pertumbuhan aset menghasilkan nilai 
residu kelebihan investasi. Kemudian, nilai residu 
kelebihan investasi ini yang menjadi pengukur
an kepercayaan diri direktur utama. Bila model 
regresinya tidak baik secara statistik, maka nilai 
residunya pun tidak baik dan kurang tepat untuk 
dijadikan indikator proksi kepercayaan diri direk
tur utama. 

Campa et al. (2022) dan Hsieh et al. (2018) 
berargumentasi bahwa terdapat beberapa faktor 
lain atau alat ukur yang lebih mencerminkan pe
ngaruh kepercayaan diri direktur utama ter hadap 
praktik penghindaran pajak seperti melakukan 

merger dan akuisisi; bisnis operasional secara 
internasional dengan negara yang memiliki ting
kat pajak yang rendah (berdampak pada kewa
jiban pajak yang rendah); serta bisa saja direktur 
utama tidak memiliki pemahaman yang cukup 
terkait kebijakankebijakan perpajakan yang ber
laku sehingga tidak memiliki dasar dalam peng
ambilan keputusan untuk praktik penghindaran 
pajak.

Teori upper echelon menyatakan bahwa 
keputusan sebuah organisasi atau perusahaan 
merupakan cerminan dari sifat pribadi top ekse
kutifnya (Hambrick & Mason, 1984; Hsieh et al., 
2018). Chief Executive Officer (direktur utama) 
merupakan pihak yang memiliki peranan penting 
dan tertinggi dalam suatu perusahaan. Me reka 
mengelola dan bertanggung jawab dengan meran
cang visi dan strategi jangka panjang perusahaan 
serta melakukan perencanaan investasi untuk 
mencapai tujuan perusahaan. Dalam mengambil 
keputusan, seorang direktur utama dapat dipe
ngaruhi beberapa faktor, salah satu nya kepriba
dian. Oleh karena itu, teori upper echelon men
jadi landasan bahwa direktur utama yang narsis 
dapat memegang peranan penting dalam penetap
an kebijak an dan strategi perusahaan, termasuk 
praktik penghindaran pajak.

Perusahaan yang mempunyai manajer de
ngan kemampuan yg lebih cakap akan memiliki 
risiko pajak yang relatif lebih rendah dan peng
hindaran pajak jangka panjang yang lebih besar 
(Dyreng et al., 2017). Hal tersebut menandakan 
bahwa perusahaan dengan manajer yang memi
liki kemampuan lebih baik akan lebih berkomit
men untuk penghindaran pajak jangka panjang 
dan secara bersamaan mempertahankan tingkat 
risiko pajak yang lebih rendah (Olsen & Stekel
berg, 2016). Penelitian tersebut dibangun atas te
ori upper echelon dan membuktikan bahwa teori 
ini dapat menggambarkan dan memprediksi per
an kemampuan manajerial pada risiko pajak dan 
penghindaran pajak jangka panjang. 

Sayangnya, teori upper echelon lebih ber
fokus pada direktur utama. Di lain sisi, Indonesia 
adalah negara yang menganut sistem tata kelola 
perusahaan two-tier (Sutrisno et al., 2022). Direk
tur utama—baik sebagai pendiri, yang sekarang 
memimpin, atau penerus—bukanlah satu-satu-
nya aktor yang berperan dalam mengambil kepu
tusan. Teori upper echelon melupakan pihak lain 
yang juga dapat memperkuat efek dari kepriba
dian direktur utama, yaitu peran dari direktur 
keuangan. Meskipun direktur utama memiliki 
wewenang dan tanggung jawab akan pengambil
an keputusan terkait kebijakankebijakan pe
rusahaan, tetapi direktur utama membutuhkan 
peran dari direktur keuangan yang memiliki pe
ngetahuan luas akan kebijakan keuangan terma
suk dengan hukum pajak yang berlaku (Campa et 
al., 2022; Hsieh et al., 2018). Implikasinya direk
tur keuangan memiliki peran dalam pengambilan 
keputusan terkait laba perusahaan serta pajak 
yang akan dibayarkan. 
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Tindakan penghindaran pajak juga ter
gantung kepada bagaimana direktur keuangan 
mengakui bebanbeban yang nantinya dapat 
menurunkan laba sehingga pajak yang terutang 
juga akan berkurang. Selain itu, direktur keuang
an juga dapat menemukan celah dalam melaku
kan praktik penghindaran pajak dengan cara 
yang diakui atau legal. Penggunaan teori upper 
echelon harus diperluas dengan teori lain seper
ti false consensus effect theory yaitu seseorang 
akan lebih menunjukkan kepribadiannya ketika 
bertemu dengan orang yang memiliki kepribadi
an dan nilai yang sama. Campa et al. (2022) dan 
Hsieh et al. (2018) menemukan bahwa perusa
haan yang mempunyai direktur keuangan dan 
direktur utama yang percaya diri terlibat pada 
praktik penghindaran pajak dengan tingkat yang 
lebih tinggi bila disandingkan dengan perusahaan 
yang mempunyai direktur utama narsis namun 
direktur keuangan tidak narsis dan sebaliknya.

Dari teori upper echelon dapat diambil pe
lajaran bahwa dalam mengambil keputusan, di
rektur utama dengan narsisme berlebih akan 
cen derung terlibat pada tugas yang sulit, mem
buat keputusan dengan cepat, dan mendominasi 
anggota tim manajemen level atas lainnya (En
gelen et al., 2015; Liu, 2020). Hal ini berkaitan 
dengan sikap seseorang yang narsis dalam setiap 
keputus an yang diambil. Direktur utama dengan 
kepercayaan diri yang tinggi akan mendorong 
pengambilan keputusan untuk melakukan peng
hindaran pajak atau dalam kebijakan lainnya.

Chyz et al. (2019) dan Wardani & Susilowati 
(2020) berargumentasi bahwa terdapat pengaruh 
langsung dan tidak langsung antara kepercayaan 
diri direktur utama dengan penghindaran pajak. 
Pengaruh langsung terjadi jika direktur utama 
yang narsis mengharapkan keuntungan yang 
tinggi dari biaya yang rendah untuk mendapat 
peningkatan dalam laba bersih yang diharapkan 
dari penghindaran pajak. Keuntungan ini dapat 
mengurangi beban pajak dan akan membuat 
arus kas yang semula digunakan dalam pemba
yaran pajak dapat dialokasikan untuk aktivitas 
lainnya seperti investasi. Adapun pengaruh tidak 
langsung timbul jika direktur utama yang narsis 
menggunakan strategi nonpajak dalam upaya 
mengurangi beban pajak.

Direktur utama yang narsis dapat disebut 
sebagai direktur utama yang mempunyai slo
gan “tentu aku bisa” (Engelen et al., 2015). Rasa 
narsisme yang berlebihan juga bisa tampak saat 
memilih peluang mana yang lebih menguntung
kan untuk dikejar (Liu, 2020). Dalam konteks 
penelitian ini, direktur utama yang narsis mem
punyai kecenderungan untuk menunjukkan ke
mampuannya maupun menjaga reputasinya. 
Namun, setelah beberapa kali momentum per
pajakan, direktur utama yang narsis tidak lagi 
memilih untuk menghindari pajak sehingga ter
lihat hebat dan menunjukkan kemampuan diri. 

Kali ini, direktur utama lebih memilih meng
hindari sanksi pajak. Penghindaran pajak tidak 
lagi penting bagi direktur utama yang narsis.

Berdasarkan Tabel 2, intensitas modal 
menunjukkan pengaruh positif terhadap peng
hindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan 
hasil negatif secara signifikan antara intensitas 
modal dengan rasio pembayaran pajak secara 
kas. Rasio intensitas aset tetap menunjukkan 
proporsi investasi sebuah perusahaan pada aset 
tetap. Semakin rendah nilai rasio pembayaran 
pajak, maka semakin mengindikasikan mening
katnya praktik penghindaran pajak.  

Aset tetap sebuah perusahaan selalu meng
alami penyusutan dengan adanya pengakuan be
ban depresiasi yang menggunakan estimasi masa 
manfaat penggunaan untuk memperhitungkan 
nilai penyusutan aset tetap tersebut. Beban 
penyusutan dapat berpengaruh pada pendapat
an perusahaan. Semakin besar intensitas aset 
tetap perusahaan berakibat pada peningkatan 
beban penyusutan aset tetapnya. Hal ini juga 
akan membuat pendapatan perusahaan menjadi 
rendah karena beban meningkat, serta pajak ter
utang akan semakin rendah juga. Dengan kata 
lain, perusahaan yang berinvestasi lebih pada 
aset tetap, atau mempunyai aset tetap yang ba
nyak, berujung pada pembayaran pajak yang le
bih kecil dibandingkan dengan perusahaan de
ngan aset tetap yang lebih sedikit karena adanya 
beban depresiasi yang mengurangi penghasilan. 
Hal ini dapat menjadi praktik tingkat penghindar
an pajak. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan peneli
tian Chen (2022) yang menemukan bahwa inten
sitas modal merupakan cara penghindaran pajak 
di luar mekanisme utang. Intensitas modal ber
peran besar dalam membuat tarif pajak efektif pe
rusahaan menjadi rendah. Hal tersebut menun
jukkan kemungkinan terjadinya penghindaran 
pajak yang tinggi. Intensitas modal memiliki pe
ngaruh positif terhadap tax avoidance. Aset tetap 
berkaitan dengan kapasitas produksi di perusa
haan manufaktur. Apabila aset tetap yang dimi
liki berjumlah besar, maka kapasitas produksi 
akan besar juga dan akan meningkatkan penjual
an karena tingginya tingkat produksi. Adanya 
peningkatan pendapatan perusahaan berdampak 
pada meningkatnya beban pajak terutang. Secara 
akuntansi, ketika jumlah aset tetap tinggi maka 
beban depresiasi akan tinggi. Pada akhirnya, be
ban depresiasi ini menjadi pengurang laba dan 
berujung pada beban pajak yang rendah. Maka 
dari itu, semakin besar aset tetap perusahaan be
rujung pada rasio pembayaran pajak yang lebih 
rendah. Rendahnya nilai rasio penghindaran pa
jak mengindikasikan tingginya penghindaran pa
jak perusahaan (Carrillo et al., 2017; Nurhidayah 
& Rahmawati, 2022).

Tingkat intensitas modal dapat meme
ngaruhi praktik penghindaran pajak dalam be
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berapa cara. Pertama, perusahaan padat modal 
(jumlah aset yang tinggi) dapat menurunkan pem
bayaran pajak mereka dengan mengambil penyu
sutan yang dipercepat untuk tujuan pelaporan 
pajak. Kedua, perusahaan padat modal mungkin 
memiliki insentif yang kuat dan lebih banyak pe
luang untuk menempatkan aset mereka secara 
strategis (Wang, 2019). Di Ghana, perusahaan 
yang beroperasi dan mempunyai cabang di be
berapa negara melakukan praktik penghindaran 
pajak melalui penggunaan aset tetap. Ketika laba 
bersih dikalikan tarif pajak, beban pajak menjadi 
kecil karena sebagian laba sudah dikurangi oleh 
beban depresiasi (Alfiyah et al., 2022; Amidu et 
al., 2019; Dyreng et al., 2019).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 
Mindzak & Zeng (2018) dan Tang (2016) yang 
mengemukakan bahwa perusahaan dengan ra
sio intensitas kapital yang lebih tinggi cenderung 
membayar pajak lebih banyak. Pada sisi lainya, 
mereka menggunakan dua proksi yang berbeda 
menemukan bahwa perusahaan dengan rasio in
tensitas kapital yang tinggi akan terlibat dengan 
praktik penghindaran pajak yang lebih rendah.

Berdasarkan Tabel 2, variabel kontrol 
pertumbuhan penjualan tidak menunjukkan 
dampak yang signifikan terhadap penghindaran 
pajak. Laba yang didapat perusahaan melalui ak
tivitas penjualan tidak mempunyai pengaruh ter
hadap tindakan penghindaran pajak. Penemuan 
ini sejalan dengan temuan Campbell et al. (2020), 
Jbir et al. (2021), dan Kubick & Lockhart (2017) 
bahwa pertumbuhan penjualan tidak menun
jukkan pengaruh terhadap penghindaran pajak. 
Pertumbuhan nilai penjualan dapat meningkat
kan skala atau ukuran perusahaan menjadi lebih 
berkembang. Semakin besar skala perusahaan 
akan menunjang peningkatan total aset untuk 
meningkatkan kapasitas produksinya. Maka dari 
itu, kondisi ini akan membuat perusahaan sulit 
melakukan tindakan penghindaran pajak. Se
lain itu, perubahan pada penjualan tidak seiring 
dengan perubahan pada beban. Dalam tindakan 
penghindaran pajak, pengaruh perubahan dari 
beban lebih berdampak dibandingkan penjualan
nya. 

Berdasarkan Tabel 2, rasio laba terha
dap ekuitas berpengaruh negatif terhadap ra
sio pembayaran pajak secara kas. Hal tersebut 
menandakan bahwa rasio laba terhadap ekuitas 
berdampak signifikan secara positif terhadap 
penghindaran pajak. Dengan demikian, sebuah 
perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi 
cenderung menghindari membayar pajak (Bagh
dadi et al., 2022; Khurana & Moser, 2013). 

Rasio laba terhadap ekuitas menunjuk
kan kemampuan dari sebuah perusahaan dalam 
mengelola ekuitas yang dimiliki dalam rangka 
memperoleh penghasilan. Nilai rasio laba terha

dap ekuitas yang semakin besar menunjukkan 
bahwa perusahaan semakin efisien dalam men
ciptakan nilai penjualan karena laba perusahaan 
akan meningkat. Rasio ini dapat menggambarkan 
profitabilitas perusahaan. 

Hasil penelitian ini mendukung temuan Xu 
et al. (2022) dan Zolotoy et al. (2021). Temuan 
penelitian ini dan riset mereka menunjukkan 
bahwa sangat penting bagi sebuah perusahaan 
untuk mengukur profitabilitas berdasarkan rasio 
laba terhadap ekuitas. Bila sebuah perusahaan 
efisien dalam mengelola investasi modalnya un
tuk meningkatkan laba perusahaan, maka peru
sahaan tersebut akan semakin memperhatikan 
beban pajak terutangnya. Dengan demikian, ti
dak banyak laba berkurang akibat pembayaran 
untuk kepentingan perpajakan. Oleh karena itu, 
perusahaan melakukan tindakan penghematan 
pajak dengan salah satu strateginya melalui 
penghindaran pajak.

SIMPULAN
Hasil penelitian ini robust (kuat) dan kon

sisten. Kombinasi tiga proksi kepercayaan diri 
direktur utama tidak berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak. Teori upper echelon tidak 
lagi relevan dalam menggambarkan fenomena 
direktur utama yang narsis akan mementingkan 
praktik penghindaran pajak untuk menunjuk
kan reputasinya. Setelah mengalami beberapa 
kali momentum yang membuat wajib pajak lebih 
patuh seperti pengampunan pajak dan program 
pengungkapan sukarela, direktur utama yang 
narsis lebih memilih menghindari sanksi pajak 
daripada menunjukkan kemampuannya menghe
mat pembayaran pajak. Selanjutnya, intensitas 
modal mempunyai dampak positif terhadap peng
hindaran pajak. Pertumbuhan penjualan tidak 
memiliki dampak terhadap penghindaran pajak 
dan rasio laba terhadap ekuitas berdampak nega
tif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian ini, kebijakan peng
ampunan pajak dapat mengubah motivasi se
orang direktur utama yang narsis untuk tidak 
melakukan penghindaran pajak. Namun, perlu 
diingat kebijakan pengampunan pajak sebaiknya 
tidak dilakukan berulangulang pada waktu yang 
pendek karena menghasilkan efek yang kurang 
efektif. Selanjutnya, indikasi praktik penghindar
an pajak dapat terlihat dari jumlah aset tetap 
yang besar dan nilai laba yang tinggi. Pemeriksa 
pajak dapat membandingkan dua rasio ini de
ngan perusahaan industri sejenis untuk menga
nalisis risiko praktik penghindaran laba. 
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